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ABSTRAK 
 
 
Lia Belyani, NPM. 1505170523. Pengaruh Pengaruh Penerapan Sistem      
E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP 
Pratama Medan Petisah. Skripsi. 2019. 
 
 Penerapan e-filling sistem Perpajakan diharapkan dapat membantu 
memudahkan Wajib Pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal 
pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya, serta diharapkan dapat 
memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan 
khususnya wajib pajak orang pribadi.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
penerapan system e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Medan Petisah. 
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak 
pajak orang pribadi yang sudah menggunakan system e-filling yang terdaftar di 
KPP Pratama Medan Petisah. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan 
teknik Purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 70 
orang. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana, uji asumsi 
klasik, uji t, dan koefisien determinasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Penerapan sistem e-filling 
(X1) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Petisah 
berpengaruh positif dan signifikan dengan perolehan nilai thitung sebesar 3.359 ttabel 
sebesar 1,995 dengan artian bahwa thitung > ttabel dengan nilai signifikan sebesar 
0,001 < 0,05. Nilai uji determinasi yang dihasilkan sebesar 0,142 (14,20%) 
penerapan system e-filling dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang 
pribadi khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.   
 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah harus lebih 
maksimal mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat khususnya untuk 
meningkatkan penggunan e-filing oleh Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak 
harus mempromosikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh melalui penggunan 
sistem administrasi e-filing. 
 
Kata Kunci : Penerapan e-filling, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Di Indonesia penghasilan Negara yang paling besar adalah pajak.Pajak 
merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan 
peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat.Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan 
negara dari tahun ke tahun semakin meningkat.Hal tersebut tidak lepas dari 
peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara 
yang artinya tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri. 
 Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 
1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari 
dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. 
Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal 
mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan 
meningkatkan penerimaan pajaknya.Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak 
merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat 
dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung 
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.Dari 
definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.Sedangkan 
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penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang 
bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. 
Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib 
pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu 
agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga 
meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar 
yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan. 
 Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus 
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
baik material maupun spiritual.Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 
banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha 
untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan 
pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa 
pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk 
kepentingan bersama. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi 
penerimaan kas negara, dimana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat 
untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, 
dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.Sehubungan dengan itu 
perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini 
disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan 
pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi 
perpajakan di Indonesia.Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali 
menjalankan agenda perubahan.Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada 
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tahun 1983 di mana beberapa.Undang–undang baru dibidang perpajakan disahkan 
untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda.Sistem pemungutan 
pajak diubah dari Official Assessment menjadi Self Assessment.Mardiasmo 
(2011:7) mengatakan Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 
yang terutang. Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu 
belum cukup baik, sehingga DJP merasa perlu untuk mengembangkan dan 
menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem 
modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi 
yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, online payment, e-SPT, e-filling, 
e-registration, dan sistem informasi DJP.Salah satu upaya yang dilakukan 
Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu perubahan yang 
dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan 
terhadap suatuprogram yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak 
dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 
yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan 
menerapkan sistem e-filling atau electronic filing system. Penerapan system e-
filling ini diharapkan dapat membantu, mempermudah, dan memberikan 
kenyamanan wajib pajak karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja 
sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam penghitungan, pengisian, 
dan penyampaian SPT. Dalam penerapan sistem e-filling, sosialisasi perpajakan 
sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan sistem e-filling, hal ini 
dilakukan agar dapat memberikan pengertian, informasi, meningkatkan 
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pengetahuan, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib dalam 
penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT melalui sistem e-filling. Selain itu 
dalam penggunaan sistem e-filling juga diperlukan jaringan internet maka untuk 
dapat menggunakan sistem efilling, wajib pajak dituntut untuk paham dan dapat 
mengoperasikan internet dengan baik. 
 Penelitian tentang penerapan sistem e-filling sudah banyak dilakukan. 
Abdurrohman, Domai, dan Shobaruddin (2015), Handayani dan Tambun (2016) 
menemukan bahwa penerapan sistem e-filling tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk interaksi  moderasi sosialisasi 
perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderasi dan memperlemah 
penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi 
moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa bukan variabel 
moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Putra, Astuti, dan Riyadi (2015), Novariyanti, Herawati, dan Hamdi 
(2016), Agustiningsih (2016), Avianto, Rahayu, dan Kaniskha (2016), 
Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Putri, Harimurti, dan Suharno (2017), 
Megawangi dan Setiawan (2017), Mendra (2017), (Pratami, Sulindawati, dan 
Wahyuni (2017) menemukan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet berpengaruh 
terhadap hubungan antara penerapan sistem e-filling dengan kepatuhan wajib 
pajak, sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib 
pajak pada kepatuhan wajib pajak badan, sosialisasi perpajakan juga mampu 
memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. 
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 Di era teknologi yang semakin maju khususnya di bidang elektronika, 
membawa dampak yang positif bagi kantor-kantor yang membutuhkan 
pelayanan cepat, tepat dan praktis.Hal ini menumbuhkan reformasi bagi 
Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk 
melakukan pembaharuan-pembaharuan aplikasi perpajakan.Salah satu bentuk 
pembaharuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui 
system Informationand Communication Technologies (ICT). 
  Menurut Sutedjo, (2002) ICT atau teknologi informasi dapat diartikan 
sebagai suatu teknologiyang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari 
setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan 
pengetahuan yang relevan dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi 
yang berkualitas. Modernisasi pajak terjadi pertama kali pada tahun 2005 saat 
dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka 
penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat 
pemberitahuan tahunan menggunakan electronic filling (e-filling). E-Filling atau 
Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan 
Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui system on-
line yang real time sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu. 
 Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara 
efektif dan efisien. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) no. 
28 pasal 1 tahun 2007 disampaikan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau 
badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. Sedangkan surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang 
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 
pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-
undangan perpajakan. Dalam KUP SPT dibagi menjadi dua yaitu SPT Masa dan 
SPT Tahunan. 
 Dengan adanya penerapan e-Sistem Administrasi Perpajakan yang 
diterapkan oleh DJP diharapkan dapat membantu memudahkan Wajib Pajak 
dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan 
pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban 
pemenuhan perpajakan. Untuk itu peneliti menggunakan variabel Penerapan 
Sistem Administrasi e-Registration, e-filling dan Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak karena dilihat dari sulitnya sistem manual dalam hal melapor dan 
mendaftar, peneliti ingin mengetahui program yang dibuat oleh pemerintah atau 
Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak untuk 
melakukan pendaftaran dan pelaporan pajak, sehingga dengan penerapan sistem 
ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat mempengaruhi 
penerimaan negara dalam sektor pajak.  
 Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan e-
filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) 
memaparkan bahwa penerapan sistem e-spt meningkatkan jumlah Wajib Pajak 
terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem e-SPT tidak 
meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 
Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 
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Nurhidayah.Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2014) menyatakan 
bahwa penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 Menurut Sarunan (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh 
modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan dengan hasil 
sistem administrasi modern yang ditandai dengan online payment, e-filling,        
e-SPT, e-Registration dan sistem informasi DJP perpajakan berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan 
pada KPP Pratama Medan Petisah.  
 Namun,  menurut Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa sistem 
administrasi perpajakan modern yang meliputi fasilitas teknologi elektronik 
antara lain e-SPT, efiling, dan E-registration tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak. 
 Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua 
kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib 
pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 
suatu Negara.Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan 
wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 
SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan 
dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. 
 Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari 
kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor 
kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan 
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pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu 
kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan 
akanmenimbulkan upaya menghindari pajak, seperti tax evasion dan tax 
avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas 
Negara. Pada hakikatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi 
sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. 
Dipilihnya variabel drop box dan e-filling sebagai bahan penelitian 
berdasarkan pada penelitian terdahulu milik Salim (2011), Anni (2011), dan 
Dimas (2014) yang menyatakan bahwa e-filling memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada awal tahun 2014 telah 
diadakan sosialisasi dan pelatihan pelaporan SPT tahunan menggunakan e-
filling, e-filling baru diterapkan pada tahun pajak 2014 sehingga penelitian ini 
sebagai pembuktian dari penelitian sebelumnya e-filling benar-benar 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 KPP  Pratama Medan Petisah merupakan salah satu kantor pelayanan 
pajak yang melayani wajib pajak badan dan orang pribadi untuk membayar 
pajaknya, pajak yang dipungut juga beragam mulai dari Pajak Penghasilan 
Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah. 
 Dari penelitian ini dilakukan pada KPP Patama Medan Petisah penulis 
memperoleh data yang menunjukan bahwa jumlah wajib pajak pada KPP 
Pratama Medan Petisah masih mengalami peningkatan penurun namun tidak 
dengan persentase wajib pajak yang menyetor. 
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Tabel 1.1 
Data Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan 2013-2017 
DI KPP Pratama Medan Petisah 
 
Tahun 
Jumlah WP  
OP 
terdaftar 
Jumlah 
Pelaporan 
SPT 
WPOP 
Persentase 
Kepatuhan 
WPOP 
Jumlah Realisasi 
PPH OP 
2013 86.047 21.788 47,59% 15.422.648.630 
2014 91.058 21.051 50,95% 16.565.166.177 
2015 96.695 25.295 67,26% 42.953.772.208 
2016 100.227 29.522 74,21% 21.212.047.402 
2017 105.772 29.318 81,21% 24.621.192.592 
Sumber KPP Pratama Medan Petisah. 
 Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib SPT Orang 
Pribadiyang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah di tahun 2013, 2014, 2015 
mengalami penurunan, bahwa di tahun 2016 Wajib SPT terdaftar mengalami 
peningkatan senilai 29.522, sedangkan ditahun 2017 Wajib SPT yang terdaftar 
mengalami penurunan senilai 29.318.Sedangkan Tingkat persentase Kepatuhan 
bahwa jumlah SPT Orang Pribadi yang melapor  di KPP Pratama Medan Petisah 
di tahun 2013 senilai 47,59%, tetapi ditahun 2014 jumlah pelaporan SPT 
mengalami peningkatan senilai 50,95%, sedangkan dari tahun 2015,2016 dan 
2017 jumlah pelaporan SPT mengalami peningkatan kembali senilai 67,26%, 
74,21%, 81,21% .Persentase wajib pajak yang Terdaftar Wajib SPT dan Jumlah 
SPT yang Melapor Pajak Orang pribadi setiap tahunnya belum 100% wajib 
pajak yang melapor di KPP Pratama Medan Petisah. Tingkat kepatuhan wajib 
pajak dalam melapor SPT tahunan sangat penting untuk diketahui sebagai dasar 
pencapaian penerimaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP ). 
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 Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban 
perpajakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Semakin 
menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini merupakan dampak buruk bagi 
negara karena pajak merupakan dana penting bagi Negara. Denga semakin 
tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin besar pula tingkat penerimaan 
pajak penghasilan untuk Negara, dan begitupun sebaliknya.(Herryanto & Toly, 
2013). 
 Dengan demikian kepatuhan pajak ini lebih merajuk pada bagaimana 
sikap mpembayaran pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga 
negara bukan sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. 
Pendapatan serupa dinyatakan oleh James and Nobes (1997:137) yang 
mengemukakan bahwa kepatuhan dapat dijelaskan sebagai tingkat wajib pajak 
dalam memenuhu hukum pajak.oleh karena itu, derajat ketidak patuhan dapat 
diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (ta gap) yang terjadi. Ta gap 
merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (actual 
revenue) dengan apa seharusnya diterima jika wajib pajak patuh 100%. 
 Menurut Mahmudi (2011:155) menyatakan bahwa jika realisasi 
pendapatan melebihi jumlah dari anggaran (target) pendapatannya maka kinerja 
dapat dinilai dengan baik.Dapat dilihat sebenarnya di Medan Petisah memiliki 
sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk 
meningkatkan asli daerah. 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Petisah’’. 
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B. Identifikasi Masalah 
 Identifikasi masalah digunakan untuk memperjelas dari masalah yang 
akan dibahas dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian awal di 
KPP Pratama Medan Petisah diperoleh informasi tentang permasalahan yang 
timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Belum patuhnya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan 
Petisah membayar pajak dilihat dari persentase tingkat kepatuhan wajib 
pajak belum mencapai 100% setiap tahunnya. 
2. Jumlah realisasi PPH OP pada KPP Pratama Medan Petisah 5 tahun 
terakhir belum maksimal, dilihat dari pada tahun 2015 ke 2016 masih 
mengalami penurunan. 
3. Masih terdapat realisasi PPH OP yang belum mencapai target. 
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:  
1. Bagimana pengaruh penerapan Sistem E-filling terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?  
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentunya ada tujuan yang 
ingin dicapai, demikian juga pelaksanaan penelitian ini. Adapaun tujuan 
penelitian ini adalah : 
  
12 
a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem 
administrasi E-Filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP 
Pratama medan Petisah. 
2. Manfaat Pelitian 
      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui 
pengaruh penerapan sistem administrasi E-Filling dan dapat 
memberikan kontribusi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai 
pertimbangan dalam praktek sistem informasi dalam 
mengembangkan teknologi informasi. 
b. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan. 
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa dalam 
menyampaikan SPT Tahunan. 
d. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum 
dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan 
masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. 
e. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik 
bagi para pembaca maupun penulis sendiri. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pemahaman Tentang Perpajakan 
1. Pengertian Pajak 
 Hingga saat ini pengertian pajak masih meluas tidak ada batasan-batasan 
umum, dari sudut pandang yang berbeda-beda, masing-masing ahli yang telah 
melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan 
definisi yang berbeda pula tentang pajak. Namun dari sekian banyak definisi yang 
ada, inti dan tujuan yang disampaikan masih tetaplah sama. Berikut beberapa 
diantaranya: 
 Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 : “Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuranrakyat.” 
 
1.1.   Defenisi Pajak 
 Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat 
Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1) adalah sebagai berikut: Pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
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Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam bukunya Resmi 
(2011: 1) : 
 “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 
kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 
jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 
secara umum. 
 Sedangkan dalam bukunya Waluyo (2009: 2) menurut P. J. A. Andriani 
Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang- 
undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 
 Definisi-definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip 
mengenai pajak. Perbedaan mengenai definisi tersebut hanya pada penggunaan 
gaya bahasa atau kalimatnya saja. Pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: a. Iuran wajib masyarakat kepada Negara, b. Dapat dipaksakan, 
c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 
tetapi tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) dari Negara secara langsung, 
untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 
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1.2.   Fungsi Pajak 
         Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 
(Mardiasmo, 2011: 1) yaitu : 
1) Fungsi Anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dimasuk 
kannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
2) Fungsi Mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau 
melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 
Contoh: Tarif pajak untuk ekspor 0% dan pajak tinggi untuk minuman 
keras. 
 
1.3.Sistem Pemungutan Pajak 
 
 Dalam bukunya Resmi (2011: 11) membagi sistem pemungutan pajak 
menjadi tiga sistem pemungutan yaitu: 
1) Official AssessmentSistem 
 
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku.Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut 
pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.Dengan 
demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 
tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada 
aparaturperpajakan). 
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2. Self Assessment Sistem 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 
dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku.Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 
memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak 
dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-undang 
perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, 
serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu 
Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk: 
a. Menghitung sendiri pajak yangterutang. 
b. Memperhitungkan sendiri pajak yangterutang. 
c. Membayar sendiri jumlah pajak yangterutang. 
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yangterutang. 
e. Mempertanggungjawabkan pajak yangterutang. 
Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 
banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada Wajib 
Pajak). 
3. With HoldingSistem 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku.Penunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya 
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untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung 
jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.Berhasil atau tidaknya 
pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang 
ditunjuk. 
 
2. Wajib Pajak 
 
2.1. Pengertian Wajib Pajak  
 
 Definisi Wajib Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, 
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan seusia dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 Wajib Pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak dalam 
negeri dan Wajib Pajak luar negeri.Wajib Pajak dalam negeri adalah subjek 
pajak dalam negeri (individu maupun badan) yang telah memenuhi syarat 
subjektifitas dan persyaratan objektif.Persyaratan subjektif untuk orang pribadi 
timbul (terpenuhi) manakala yang bersangkutan lahir di Indonesia atau berada di 
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.Sementara  
persyaratan objektifnya timbul saat yang bersangkutan memperoleh penghasilan 
melebihi PTKP. Jadi, saat kedua persyaratan ini terpenuhi, maka subjek pajak 
tersebut berubah status menjadi WP dalam negeri.Sedangkan subjek pajak 
badan dalam negeri, persyaratan subjektif dan objektifnya timbul secara 
bersamaan manakala badan tersebut didirikan di Indonesia atau bertempat 
kedudukan di Indonesia. Sedangkan, Wajib Pajak luar negeri adalah subjek 
pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui 
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BUT (permanent establishment) maupun tidak melalui BUT. 
2.2.Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 
 
Wajib Pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun 
objektif.Direktorat Jendral Pajak juga memberikan kewajiban-kewajiban bagi 
orang atau badan yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak untuk ditaati tetapi 
juga memiliki hak-hak yang bisa mereka perjuangkan. Berikut adalah hak- hak 
dan kewajiban pajak : 
 Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
dalam bukunya Resmi (2011:22) adalah sebagai berikut: 
1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi 
persyaratan subjektif danobjektif. 
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk di kukuhkan menjadi Pengusaha 
Kena Pajak. 
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam 
bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan 
uang mata rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor 
pajak Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau 
dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral 
Pajak. 
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 
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menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
MenteriKeuangan. 
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat 
setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan. 
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada 
adanya surat ketetapanpajak. 
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, 
dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumenyang 
menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 
atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki 
tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang 
diperlukan apabila diperiksa. 
 Disamping kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mempunyai 
hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak menurut UU 
Nomor 28 Tahun 2007 (Resmi, 2011:23). Hak-hak tersebut antara lain : 
1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat 
  
 
 
20 
pemberitahuanMasa. 
2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu. 
3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada 
Direktur JendralPajak. 
4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pertanyaan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak 
belum melakukan tindakanpemeriksaan. 
5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaranpajak. 
6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atassuatu: 
a. Surat Ketetapan Pajak KurangBayar 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
c. Surat Ketetapan PajakNihil 
d. Surat Ketetapan Pajak LebihBayar 
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan. 
6) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 
Surat KeputusanKeberatan. 
7) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atassuatu: 
a. Surat Ketetapan Pajak KurangBayar 
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
c. Surat Ketetapan PajakNihil 
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d. Surat Ketetapan Pajak LebihBayar 
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan. 
8) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 
Surat KeputusanKeberatan. 
9) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan 
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan.Perpajakan. 
10) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam 
hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang 
mengakibatkan pajak yang masihharus dibayar menjadi lebih besar dan 
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahu setelah 
berlakunya UU No. 28 Tahun 2007. 
 
2.3.   Definisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPTPajak) 
 
 Menurut bukunya Mardiasmo (2011: 29) definisi Surat Pemberitahuan  
Pajak adalah:“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek 
pajak dan atau  harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan 
perundang- undanganperpajakan.” 
 Sedangkan dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 1 Ayat 1f 
menyebutkan:“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang 
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menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.” 
 Kesimpulan dari dua pengertian di atas tentang definisi Surat 
Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan 
objek pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
 
2.4.Fungsi Pajak  
 Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1994 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang : 
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
dan/atau 
melaluipemotonganataupemungutanpihaklaindalamsatutahunpajakatau
bagian tahun pajak. 
b. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau 
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa 
pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. 
c. Bagi pengusaha kena pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 
jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 
mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkantentang: 
1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajakkeluaran. 
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 
oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu 
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masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yangberlaku. 
d. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut 
dandisetorkannya. 
Yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi 
formulir surat pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai 
dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian surat 
pemberitahuan yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang 
bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan. 
 
2.5.Jenis SuratPemberitahuan 
Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2 : 
a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran 
pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari: 
1) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal26 
2) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal22 
3) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal26 
4) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal25 
5) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat(2) 
6) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal15 
7) Surat Pemberitahuan MasaPPN 
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8) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagipemungut 
9) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pengusaha kena pajak 
pedagang eceran bagi yang menggunakan nilai lain sebagai dasar 
pengenaanpajak 
10) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas BarangMewah. 
 
2.6.Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) 
 Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan 
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Terdiri dari: 
1. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib PajakBadan 
2. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan 
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang 
Dollar AmerikaSerikat. 
3. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib PajakPribadi 
4. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal21. 
 
2.6.1. Batas Waktu Penyampaian SPT 
 
 Batas waktu penyampaian SPT Tahunan menurut Mardiasmo (2011: 36) 
diatur sebagai berikut : 
1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiaptahunnya. 
2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiaptahunnya. 
 
2.6.2. Ketentuan Penyampaian SPT 
 
 Sejak akhir tahun pajak 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 
menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan proses penyampaian SPT Tahunan. 
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Peraturan tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 
26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, yang 
berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Peraturan ini mencabut Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 
2011) tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 
19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan. Berikut 
ketentuan penyampaian SPT: 
1. Surat Pemberitahuan Tahunan dapat disampaikan secara langsung atau 
melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat, atau 
melalui jasa expedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh KeputusanDirektur 
Jenderal Pajak. 
2. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua 
puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir TahunPajak. 
3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 
Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat 
Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta 
tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda buktipenerimaan. 
4. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan 
keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka 
Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu 
penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) 
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bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu 
penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai 
perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti 
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang 
5. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua 
puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir TahunPajak. 
6. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 
Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat 
Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta 
tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda buktipenerimaan. 
7. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan laporan keuangan tahunan 
untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak 
mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan 
Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan 
secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, 
disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang 
dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran 
pajak yang terutang. 
8. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua 
puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir TahunPajak 
9. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor 
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Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 
Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat 
Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta 
tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda buktipenerimaan. 
 Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan 
keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak 
berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan 
Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara 
tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat 
pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun 
Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 
 
2.6.3. Sanksi Yang Berkaitan Dengan PelaporanSPT 
 Keterlambatan penyampaian atau pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) 
baik Masa ataupun Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda, 
hal ini dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan 
dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). Berikut adalah sanksi-sanksiyang 
akan diterimaapa bila melanggar : 
1. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan 
dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp.1.000.000 untuk 
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Rp.100.000 
untuk Wajib Pajak OrangPribadi. 
2. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau 
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menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila 
dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib 
melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 
kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 
3. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan 
dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp.1.000.000 untuk 
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Rp.100.000 
untuk Wajib Pajak OrangPribadi. 
4. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau 
menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila 
dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib 
melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 
kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 
5. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga 
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 
(enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda 
paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar 
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak 
atau kurangbayar. 
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2.7.Prosedur PenyampaianSPT 
 
 Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan prosedur penyampaian 
SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak dan Orang Pribadi untuk 
2013 yang mengalami perubahan tata cara penerimaan dan pengolahan. 
DirekturPenyuluhan, Pelayanan dan Humas DIRJEN Pajak Kismantoro Petrus 
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/2/2013) mengatakan 
prosedur penyampaian ini diatur dalam Peraturan DIRJEN Pajak Nomor PER- 
26/PJ/2012. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke unit-unit 
penerimaan yang dikelola oleh KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, akan 
dilakukan penelitian kelengkapan terlebih dahulu sebelum diberikan  tanda  
terima. "Apabila SPT Tahunan tersebut tidak lengkap maka akan dikembalikan 
kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi," ujarnya. Khusus SPT Pembetulan, selain 
penelitian kelengkapan, juga dilakukan penelitian syarat-syarat penyampaian SPT 
Pembetulan sesuai UU KUP Pasal 8 ayat (1), (1a), dan (6) oleh Account 
Representative Wajib Pajak yangbersangkutan. 
 Kemudian, SPT yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak tidak 
perlu menggunakan amplop/kemasan lainnya dan apabila Wajib Pajak masih 
menggunakan amplop/kemasan lainnya, maka petugas penerima akan membuka 
amplop/kemasan lainnya tersebut. Sedangkan, bagi Wajib Pajak yang memiliki 
SPT lebih bayar, SPT pembetulan, SPT yang tidak tepat waktu, dan e-SPT, harus 
menyampaikan sendiri ke tempat pelayanan terpadu KPP tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
 SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria yaitu SPT 
tidak ditandatangani, SPT tidak dilampiri dokumen/keterangan yang 
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dipersyaratkan, SPT lebih bayar yang disampaikan setelah tiga tahun dan telah 
ditegur tertulis serta SPT yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sementara, terkait dengan penyampaian 
SPTtahunansecara kolektif, Kismantoro selaku pelayanan dan humas DIRJEN 
Pajak mengimbau kepada para pemberi kerja dan bendahara gaji instansi 
pemerintah untuk memberikan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 kepada para 
pegawai lebih awal. Ia juga menyarankan kepada para pegawai untuk 
menyegerakan SPT tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian SPT 
tahunan dan menyarankan kepada para pegawai untuk menyampaikan SPT 
tahunan dengan memanfaatkan fasilitas e-filling. "Bendahara juga dapat 
menghubungi KPP terdekat untuk memfasilitasi penyampaian SPT tahunan para 
pegawai secara kolektif sebelum tanggal 10 Maret 2013, baik dengan pembukaan 
drop box di lokasi pemberi kerja atau penyediaan loket khusus di KPP. 
 Para pemberi kerja juga melakukan penyortiran SPT Wajib Pajak yang 
terdaftar di KPP penerima SPT tahunan dan yang bukan terdaftar di KPP 
penerima SPT tahunan serta membuat daftar nominatif penyampaian SPT tahunan 
secara kolektif. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah Wajib Pajak 
harus menggunakan formulir SPT tahunan yang sesuai ketentuan berlaku, yang 
bisa didapatkan di KPP/KP2KP terdekat, tempat lain yang disediakan seperti 
pojok pajak, mobil pajak, atau diunduh langsung melalui laman Ditjen Pajak. 
Wajib Pajak harus memastikan SPT tahunan telah diisi dengan benar, lengkap dan 
jelas, serta ditandatangani, memeriksa kelengkapan dokumen dan lampiran yang 
dipersyaratkan serta menyampaikan SPT tahunan tanpa menunggu batas akhir 
waktupenyampaian. 
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3. Penerapan E-Filling 
 Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filling 
merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk 
menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, 
penerapan sistem e-filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem 
yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang 
diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
 
3.1.Pengertian E-Filling 
 Menurut PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6, e-filling adalah 
“Suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPTTahunan  
yangdilakukan  secara online  yang realtime melalui website DirektoratJenderal 
Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service 
Provider (ASP).”Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberi 
kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan 
pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan, perlu mengatur 
kembali mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan pemberitahuan 
perpanjangan surat pemberitahuan tahunan elektronik secara online(e-filling). 
1. Input data sangat banyak sehingga proses pembuatan SPT membutuhkan 
waktu yanglama. 
2. Pemborosankertas. 
3. Pemborosan tempat untuk penyimpanandokumen. 
4. Bilaterjadikehilangandatasepertikebakaran,kebanjiran,dlltidakadabackupd
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ata. 
5. Jarak danwaktu. 
6. Memperlambat pelayanan yanglain. 
 
3.2.Dasar Hukum E-Filling 
 Pemberlakuan telah diatur dalam peraturan perpajakan, yaitu meliputi: 
1. Surat  edaran  Direktorat  Jendral Pajak nomorSE-07/PJ.52/2003tentang 
penyampaian lampiran SPT masa dalam mediaelektronik. 
2. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-49/PJ/2003 tentang tata 
cara penerimaan pengolahan SPT tahunanPPh 
3. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-88/PJ/2004 tentang 
perubahan ketiga atas peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-
383/PJ/2002 tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem 
pembayaran online dan penyampaian SPT dalam bentukdigital. 
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-05/PJ/2005 tentang tata 
cara penyampaian SPT masa secara elektronik (e-Filling) melalui 
perusahaan penyedia. 
5. Jasa Aplikasi Aplication Service Provider(ASP) 
 Dalam web resmi Direktorat Jendral Pajak yaitu pajak.go.id ada tujuh 
keuntungan bagi Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-Filling ketika 
melakukan pelaporan pajak terutangnya, yakni: 
1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja 
24x7 (1 hari x 7 dalamseminggu) 
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT 
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3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan 
sistemkomputer 
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam 
bentukwizard 
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi 
pengisianSPT 
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertasdan 
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong 
PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh 
terutang bagi WP kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP 
sendiri,fotokopi bukti pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali 
diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR). 
 
3.3.Prosedur Pelaporan SPT MenggunakanE-Filling 
 E-filling adalah fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat  Pemberitahuan 
Tahunan (SPT). Ada dua cara yang bisa digunakan ketika ingin menggunakan 
fasilitas e-filling. Penjelasan prosedur pelaporan SPT menggunakan e-filling 
menggunakan 2 prosedur yaitu : 
1. Pengertian DropBox 
 
Pada dasarnya sarana dansetiap KPP sama, yang membedakan hanya 
Wajib Pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Pemerintah pada 
tahun 2009 memberi fasilitas pelayanan kepada Wajib Pajak untuk 
mempermudah pelaporan SPT bagi Wajib Pajak agar tidak mengalami antrian 
saat pelaporan yaitu fasilitas drop box. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat 
  
 
 
34 
Jendral Pajak Nomor SE-6/PJ/2010 menyatakan pengertian drop box adalah 
tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT tahunan. Drop box 
ditempatkan pada tempat yang memang strategis seperti, pusat-pusat 
keramaian dimana saja yang nantinya akan disediakan drop box maupun 
ditaruh di kantor-kantorpajak. 
2. Tujuan DropBox 
  Tujuan utama dari drop box adalah memudahkan dan memberi 
kenyamanan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pajak 
penghasilan. Kemudahan itu berupa penyampaian SPT tahunan yang sangat 
mudah dan cepat, karena SPT yang disampaikan tidak diteliti kelengkapannya 
terlebih dahulu melainkan langsung diterima dan diberi tanda terima.Tentunya 
hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak perlu meluangkan banyak waktu 
dalam menyampaikan SPT tahunan, misalnya karena adanya penelitian 
kelengkapan dan antrean yang panjang. Kemudahan lain yang didapat Wajib 
Pajak dengan adanya drop box yaitu Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT 
tahunan dimana pun dia berada tanpa memperhatikan KPP tempat wajib 
terdaftar. Sementara itu, untuk kenyamanan yang diberikan dengan adanya 
drop box yang strategis menambah kenyamanan lainnya bagi Wajib Pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diberikannya 
kemudahan dan kenyamanan tersebut maka diharapkan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan akan meningkat 
yang tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajak.  
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4. Kepatuhan WajibPajak 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh yang menjadi kata 
dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Sedangkan menurut pasal 17 
C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah 
mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. “Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak 
yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang 
memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan 
atas kelebihan pembayaran pajak.” 
 Menurut Nurmantu (2003:148) Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi 
dua jenis yaitu: 
1. Kepatuhan formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 
kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT 
PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak ini sudah 
termasuk dalam kriteria patuh, karena ketentuan tentang batas waktu 
penyampaian SPT PPH Tahunan adalah selambatnya tiga bulan setelah 
berakhirnya tahun pajak dan umumnya pada tanggal 31Maret. 
2. Kepatuhan Material ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 
substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 
yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib 
Pajak mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menyampaikan 
SPT sebelumnya sebelum batas waktu jatuhtempo. 
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Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak baik pajak 
tahunan maupun pajakmasa. 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran 
danpenundaanpembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang 
dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak 
yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak 
kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat 
keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak 
termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 
2 (dua) masa pajakberakhir 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana 
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang 
mengakibatkan kerugianNegara. 
4. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh 
pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 
10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto atauPKP. 
 Hingga saat ini masih banyak sekali Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak 
yang tidak patuh. Sebab dari ketidakpatuhan tersebut adalah bila seseorang 
bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu 
akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Sebab 
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lain dari ketidakpatuhan adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban 
bernegara, kurang patuh pada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya 
tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintahan atau 
penghamburan keuangan Negara yang berasal daripajak. 
 
5.  PenelitianTerdahulu 
 Penelitian terdahulu akan bermanfaat jika judul penelitian yang digunakan 
sebagai bahan pertimbangan memiliki hubungan dengan penelitian yang hendak 
dilakukan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang berhasil peneliti dapatkan 
memiliki kesamaan meneliti tentang pengaruh e-filling sistem terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 
adalah waktu penerapan e-filling sistem. Seperti yang kita tahu bahwa e-filling 
baru diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu cara  
penyampaian pajak secara real time pada tahun pajak 2013 jadi, penelitian 
sebelumnya bisa dibilang meneliti sesuatu yang belum terjadi sedangkan 
penelitian ini meneliti realita yang sudah terjadi sehingga bisa menjadi bahan 
evaluasi atau pembuktian atas penelitian terdahulu apakah benar hasil penelitian 
terdahulu sama dengan realita yang telah terjadisekarang. 
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Tabel II.1 
Tabel Penelitian Terdahulu 
 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil 
1. Dhanang Salim 
(2011). 
Pengaruh 
Penerapan Sistem 
E-Filling Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Regresi  
Linier 
sederhana 
Ada pengaruh e-Filling  
terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak  
 
2. Anni Ernawati 
(2011) 
Pengaruh Teknologi 
Informasi (e- 
Sistem) Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak (Studi Kasus 
di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Mojokerto 
Regresi 
Linier 
sederhana 
Hasil penelitian 
menunjukkanbahwa 
variabel-variabel e-sistem 
yaitu e-REG, e-SPT, e- 
filling, dan e-NPWP tidak 
berpengaruh signifikan 
secara statistik terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak di 
KPP Pratama Mojokerto 
dan hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa e- 
Reg merupakan variabel 
yang mempunyai nilai 
koefisien yang terbesar 
dibandingkan variabel 
lainnya. Dalam penelitian 
juga ini ditemukan bahwa 
masih banyak Wajib Pajak 
yang belum begitu 
memahami manfaate- 
sistem. 
3. Uwaes Alkarina 
Arlanosa(2012) 
Pengaruh penerapan  
Sistem E-filling 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang 
Pribadi 
Regresi 
linier 
sederhan
a 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pengaruh sistem informasi 
perpajakan e-filling 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak orang pribadi.  
4. Dimas Andri 
Dwi Nugroho 
(2014) 
Pengaruh Layanan 
Drop box dan e- 
Filling Terhadap 
Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian Surat 
Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan Pajak 
Penghasilan 
Regresi 
linier 
sederhan
a 
Hasil penelitian 
menyatakan bahwa 
variabel drop box dan e- 
filling berpengaruh secara 
simultan terhadap 
kepatuhan penyampaian 
SPT tahunan PPh dengan 
nilai Fhitung adalah sebesar 
8,273 dan nilai Ftabel  
  
 
 
39 
adalah 3,09 (Fhitung> Ftabel) 
sedangkan  nilai 
signifikansi F sebesar 
0,000 (nilai sig F 
>0,05).Dari hasil analisis 
secara parsial diketahui 
bahwa variabel e-filling  
nilai thitung adalah sebesar 
2,555 sedangkan ttabel 
sebesar 1,985. Karena 
thitung> ttabel dengan nilai 
sig t lebih kecil dari nilai 
probalitas 0,05 (0,012 < 
0,05), maka variabel e-
filling mempunyai 
kontribusi terhadap 
kepatuhan penyampaian 
SPT tahunan PPh. 
Variabel e-filling 
merupakan variabel yang 
dominan     berpengaruh 
terhadap kepatuhan 
penyampaian SPT tahunan 
PPh dengan Standaride 
Coefficients Beta paling 
besar yakni sebesar0,302 
 
B.   Kerangka Konseptual 
 Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa Pengaruh Penerapan 
Sistem Asministreasi E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka 
penulis membuat kerangka pemikiran sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 
pada halaman berikut : 
 
 
 
Gambar II.1. Kerangka Konseptual 
  Penerapan sistem administrasi 
e-filling 
 
Kepatuhan wajib pajak 
 
  
 
 
40 
C. Hipotesis 
 Menurut Sugiyono (2005 : 55) : Hipotesis adalah jawaban sementara yang 
merupakan titik tolak untuk mengadakan penelitian yang harus dibutuhkan 
kebenarannya dengan jalan penelitian dilapangan. 
 Berdasarkan perumusan masalah yang dihadapi penulis, maka penulis 
mengajukan hipotesis yaitu : 
1. Penerapan sistem administrasi e-filling berpengaruh terhadapkepatuhan 
wajib pajak Orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
 Menurut Kuncoro (2003:124) data Kuantitatifadalah keterangan 
mengenai sesuatu yang diperoleh dalam satu penelitian untuk menjelaskan, 
menerangkan, dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul 
yang diambil dengan maksud dan tujuan.Jenis data dapat dibedakan menjadi dua 
jenis. 
 Berdasarkan teori diatas, penelitian ini menggunakan metode Penelitian 
asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.Penelitian kuantitatif, 
adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data 
kualitatif yang diangkakan. Yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk 
mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara 
pengumpulan, pengklasifikasian dan pengaruh atau pengelolaan data, membuat 
kesimplan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif. 
 
B. Defenisi Operasional  
 Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang 
digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan 
yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan 
kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya 
adalah:“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-filling Terhadap Kepatuhan 
Wajib pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Petisah”. 
  
 
 
42 
1. Sistem  e-filling  
 Adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk 
formulir elektronik dalam media komputer, di mana penyampaiannya 
dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer 
atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan 
Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang 
telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses secara online. 
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 88/PJ./2004 tanggal 
14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005) . 
2. Kepatuhan Wajib Pajak  
 Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 
2010). 
3. Indikator Variabel  
 Variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang 
mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel 
terikat. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah 
variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan 
dari variabel bebas. 
 Adapun indikator – indikator yang terkait dalam variabel – 
variabel ini adalah : 
a. Indikator Aplikasi e-filling, sebagai berikut :  
1) Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi e-filling.  
2) Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan 
aplikasi e-filling.  
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3) Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan  
menggunakanaplikasi e-filling sehingga lebih efektif.  
4) Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT 
Tahunan dengan  menggunakan aplikasi e-filling sehingga lebih 
ekonomis dan praktis.  
 b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai berikut :  
1) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat 
waktu dalam  membayar pajak, dan banyaknya tempat 
pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar 
pajak.  
2) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar 
pajak terutang yaitu  berupa melakukan perhitungan dengan 
benar, penerapan sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh 
petugas pajak.  
3) Kepatuhan dalam Pelaporan dan mengetahui batas akhir 
pelaporan pajak.  
4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, yaitu 
berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan 
kesediaan wajib pajak dalam membayar tunggakanpajak. 
 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Petisah  Jalan Asrama No. 7A, Medan. No. Telp : (061) 8467744. 
Fax (021) 500200. Website : www. Pajak.go.id. 
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2. Waktu Penelititian 
Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 
Desember 2018 sampai dengan Maret 2019. Adapun rincian waktu 
kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Tabel III.1 
Jadwal Waktu Penelitian 
 
Bulan/Minggu 
Des’18 Jan’19 Febr’19 Maret’19 No Kegiatan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengumpulan Data                 
2 Pengajuan Judul                 
3 Penulisan Proposal                 
4 Bimbingan Proposal                 
5 Seminar Proposal                 
6 Penulisan Skripsi                 
7 Bimbingan Skripsi                 
8 Sidang Meja Hijau                 
 
D.  Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah wilayah gereralisasi yang terdiri dari objek atau sabjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2009:115). 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sudah 
menggunakan e-filing di KPP Pratama Medan Petisah.Pemilihan populasi 
tersebut karena Wajib Pajak tersebut pernah menggunakan e-filing sehingga 
dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP 
Pratama Medan Petisah.Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak e-filing 
di KPP Pratama Medan Petisah.Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Sampling Acidental Sampling 
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adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai 
sumber data. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan pendapat 
Gay.Menurut Husein Umar (2011:79) pendapat Gay menyatakan bahwa ukuran 
sampel yang dapat di terima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, 
dimana penelitian dengan metode deskriptif-korelasional memiliki ukuran 
sampel minimal 30 subjek. 
 Sampel menurut Sugiyono (2012: 62) merupakan bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi, sedangkan menurut Bambang & 
Lina (2013:119) sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. 
Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 
Slovin.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 responden. 
 
E. Jenis Data dan Sumber Data  
Dalam hal ini yang menjadikan laporan penulis sesuai data yang diperoleh, 
darimana dan bagaimana data tersebut diperoleh. Dengan memperlihatkan lokasi, 
penulis mengadakan penelitian dan sumber-sumber yang digunakan penulis untuk 
penambahan data, misalnya buku-buku mengenai materi yang akan dibahas, 
wawancara yang akan dilakukan penulis, dan lainnya. Penulis Melakukan 
Pengumpulan Data melalui: 
1. Data Primer: Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-
orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi serta 
observasi penulis di lapangan tempat objek penelitian.  
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2. Data Sekunder:Data/informasi yang diperoleh melalui studi literatur 
seperti sumber-sumber pustaka, tulisan ilmiah, peraturan perundang-
undangan, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
 
F.   Teknik Pengumpulan Data 
 Menurut Sugiyono (2014, hal. 118) teknik pengumpulan data penelitian  
merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relavan bagi penelitian. 
Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari 
lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden dalam setiap 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
1. Wawancara (interview) 
 Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan manager dan para 
karyawan yang bersangkutan untuk memberikan data atau informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini. Kegiatan wawancara dilakukan dengan 
terstruktur/terpimpin, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara yang 
disiapkan oleh peneliti.Kegiatan wawancara dilakukan pada waktu 
melakukan observasi pada awal penelitian. 
2. Kuesioner (Angket) 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan 
cara membuat daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang 
diajukan kepada para karyawan atau responden yang menjadi objek 
penelitian yang hasilnya merupakan data tertulis yang didapat dari karyawan 
  
 
 
47 
tanpa tekanan dari pihak lain dengan skala likert dengan bentuk checklist, 
dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 (lima) opsi pilihan dan setiap 
jawaban diberikan bobot nilai sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : 
Tabel III.2 
Penilaian Skala Likert’s 
 
Pernyataan Bobot nilai 
Sangat setuju 5 
Setuju 4 
Kurang setuju 3 
Tidak setuju 2 
Sangat tidak setuju 1 
            Sumber: Sugiyono (2014, hal. 182) 
  
 Selanjutnya angket yang disusun diuji kelayakannya melalui pengujian 
validitas dan reliabilitas. 
a) Uji Validitas 
Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui tingkat valid dari 
instrument quesioner yang digunakan dalam pengumpulan data atau 
untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam quesioner benar-
benar mampu mengungkapkan pada pusat apa yang diteliti. 
Rumus yang digunakan dalam uji validitas yaitu rumus kolerasi 
product moment adalah sebagai berikut: 
 
 
Sumber: Sugiyono, (2014, hal. 183). 
 
Keteramgam: 
rxy = Item Instrument variabel dengan totalnya. 
x  = Jumlah butir pertanyaaan 
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( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑
−−
−
=
22 yynxxn
yxxyn
rxy
 
  
 
 
48 
y  = Skor total pertanyaan 
n  = Jumlah sampel 
Dengan kriteria: 
1) Jika sig 2 tailed < α 0,05, maka butir instrument tersebut valid. 
2) Jika sig 2 tailed > α0,05, maka butir instrument tidak valid dan harus 
dihilangkan.  
Berikut hasil pengujian validitas data instrumen penelitian pada variabel 
Penerapan Sistem E-Filling (X) yang sudah di uji : 
Tabel III.3 
Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Penerapan  
Sistem E-Filling (X) 
 
No. 
Item 
Nilai Korelasi 
rhitung 
Nilai Ketentuan 
rtabel 
Probabilitas 
Item Keterangan 
1. 0,727 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
2. 0,480 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
3. 0,676 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
4. 0,671 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
5. 0,661 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
6. 0,514 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
7. 0,740 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
8. 0,589 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
9. 0,447 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
10. 0,411 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
11. 0,437 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
12. 0,434 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
13. 0,424 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019 
 
 Berdasarkan data tabel uji validitas instrumen variabel Penerapan Sistem 
E-Filling (X) di atas,  diperoleh nilai korelasi atau rhitungselanjutnya nilai ini 
kemudian di bandingkan dengan nilai rtabel (nilai ketentuan), pada tahap 
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berikutnya rtabel dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah 
data (n) = 70 yaitu  N-2 = 70-2 = 68pada uji 2 sisi atau 2-Tailed maka didapat 
nilai ketentuan rtabel sebesar0,235 (data ttabel terlampir).  
 Berdasarkan uji validitas instrumen variabel Penerapan Sistem E-filling 
(X) di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid 
dengan ketentuan perbandingan nilai rhitung> dari rtabel.Dengan demikian 
instrumen variabel Penerapan Sistem E-filling (X) dalam penelitian ini dapat 
digunakan secara keseluruhan untuk diikutsertakan pada uji selanjutnya. 
 Berikut hasil pengujian validitas data instrumen penelitian pada variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang sudah di uji : 
Tabel III.4 
Uji Validitas Data Instrumen Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (Y) 
 
No. 
Item 
Nilai Korelasi 
rhitung 
Nilai Ketentuan 
rtabel 
Probabilitas 
Item Keterangan 
1. 0,525 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
2. 0,465 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
3. 0,451 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
4. 0,596 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
5. 0,654 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
6. 0,491 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
7. 0,555 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
8. 0,428 0,235 0,000 < 0,05 Valid 
Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019 
 
 Berdasarkan uji validitas instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (Y) di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan item pernyataan 
dinyatakan valid dengan ketentuan perbandingan nilai rhitung> dari rtabel.Dengan 
demikian instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dalam 
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penelitian ini dapat digunakan secara keseluruhan untuk diikutsertakan pada 
uji selanjutnya. 
 
b) Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas bertujuan untuk menggetahui tingkat reliabilitas 
maupun kehandalan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 
penelitian.Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach 
Alpha. Menurut Sugiyono (2014, hal. 249) menggunakan teknik 
Cronbach Alpha dengan rumus sebagai berikut: 
 
 
 
 
Sumber: (Sugiyono, 2014, hal. 249) 
Dimana: 
r   = Reliabilitas  instrumen 
k  = Banyak butir pertanyaan 
∑ 2σ  = Jumlah varians butir 
21σ  = Varian total 
Kriteria pengujiannya: 
1. Jika nilai koefisien reliabilitas yakni cranbach alpa > 0,60 maka 
instrument variabel adalah reliabel (terpercaya). 
2. Jika nilai cranbach alpha < 0,60 maka variabel tidak reliabel (tidak 
dipercaya). 
 Reabilitas berkaitan dengan tingkat keandalan suatu instrument 
penelitian. Berdasarkan kriteria pengujianya maka pengujian reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha, dikatakan reliabel bila hasil 














−
=
∑
2
2
1)1( σ
σb
k
k
r  
  
 
 
51 
alpha > 0.60, untuk melihat tingkat reliabilitas (kehandalan) dari masing-masing 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini : 
Tabel III.5 
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 
Variabel  Cronbach'Alpha Nilai  Reliablitas Keterangan 
Penerapan Sistem E-Filling 
(X) 0,813 
0,60 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (Y) 0,658 
0,60 Reliabel 
Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019 
 Berdasarkan data tabel uji reliabilitas di atas dapat dipahami bahwa 
masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 
reliabilitas yang berbeda-beda dengan nilai cronbach’alpha pada variabel 
Penerapan Sistem E-Filling (X)= 0,813 dan variable. Sedangkan 
variabelKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)= 0,658. Nilai uji reliabilitas 
instrumen tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai ketentuan koefisien 
reliabilitas (Cronbach Alpha) > 0,60 hasil perbandingan nilai cronbach alpha 
seluruh variabel penelitian lebih besar dari nilai reliabilitasnya. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel penelitian ini 
semuanya memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain 
memiliki kehandalan (terpercaya) dan dapat digunakan untuk pengujian 
selanjutnya. 
 
G.  Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah analisis data 
kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-
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angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan rumus 
dibawah ini : 
1. Analisis Regresi Linear Sederhana 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear sederhana.Analisis regresi adalah salah satu 
analisis yang paling populer dan paling luas pemakaiannya.Analisis ini 
juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang 
berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-
bentuk hubungan tersebut. Berikut rumus untuk melihat analisis regresi 
linearsederhana : 
Y = a + bx 
Keterangan: 
Y  =Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
a   = Konstanta 
b  = Koefisien regresi yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y jika  
satu unit perubahan pada variabel bebas (variabel X) 
x   = Penerapan system e-filling. 
2. Uji Asumsi Klasik 
Hipotesis memerlukan uji asumsi klasik, karena model analisis 
yang dipakai adalah regresi linier. Asumsi klasik yang dimaksud terdiri 
dari : 
a. Uji Normalitas data  
 Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam 
modsel regresi, variabel dependen dan independennya memiliki 
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distribusi normal atau tidak.Model regresi yang baik adalah distribusi 
data normal atau mendekati normal. 
 Uji Normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah 
distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan Histogram 
dan pendekatan Grafik. Pada pendekatan Histogram data berdistribusi 
normal apabila distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau 
menceng kekanan.Pada pendekatan grafik, dan berdistribusi normal 
apabila titik mengikuti data disepanjang garis diagonal. 
 b.   Uji Multikolinearitas  
 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada 
model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel 
independen.Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan 
melihat nilai faktor inflasi varian (Variance Inflasi Factor/VIF) yang 
tidak melebihi 4 atau 5 (Sugiyono, 2014, hal. 254). 
Apabila variabel independen memiliki nilai VIF dalam batas 
toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 5), maka tidak terjadi 
multikolinearitas dalam variabel independen.Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 
 c.   Uji Heteroskedastisitas 
 Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 
kepengamatan yang lainnya tetap, maka disebut 
heteroskedastisitas.Jika varian dari residual satu pengamatan satu ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians 
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berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 
 Adanya tidak heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat 
grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai 
residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan 
heteroskedastisitas antara lain : 
1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 
menyempit), maka telah telah terjadi heteroskedastisitas.  
2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan 
dibawah angka 0 pada sumbuh Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.  
 
3.   Pengujian Hipotesis 
a.   Uji t( Parsial ) 
 Pengujian uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh yang positif serta 
signifikan dari variabel bebas penerapan system e-filling (X) terhadap 
variabel terikat atau variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). 
       Untuk mengetahui tingkat signifikan dapat dilakukan uji- t dengan 
rumus, yaitu : 
 
 
Sumber : Sugiyono (2014, hal. 184). 
Keterangan : 
t = t
 hitung yang dikonsultasikan dengan tabel t 
2
2
r
nr
t
−
=  
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r = Korelasi parsial yang ditemukan 
n = Jumlah sampel  
Ketentuan : 
       Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni sig-2 tailed < taraf 
signifikan (α) sebesar 0,05 maka H0 diterima, sehingga tidak ada korelasi 
tidak signifikan antara variabel x dan y. Sedangkan jika nilai t dengan 
probabilitas t dengan korelasi yakni sig-2 tailed > taraf signifikan (α) 
sebesar 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga ada korelasi signifikan antar 
variabel x dan y. 
 
Pengujian hipotesis : 
 
 
 
 
       -thitung-ttabel              0  ttabel thitung 
        Gambar III-1 Kriteria Pengujian Hipotesis uji t 
Kriteria pengujian : 
1) H0 diterima apabila -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, pada α = 5%, ds = n-k 
2) Ha ditolak apabila thitung> ttabel atau –thitung < ttabel 
4.  Koefisien Determinasi 
 Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan variabel independen (penerapan system e-filling) dalam 
menerangkan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi).Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Jika nilai R2 
semakin kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel 
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independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas atau 
memiliki pengaruh yang kecil, dan jika nilai R2 semakin besar (mendekati 
satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen atau 
memiliki pengaruh yang besar dengan rumus determinasi sebagai berikut : 
 
 
      Sumber: Sugiyono (2014, hal 185). 
Keterangan : 
D = Koefisien determinasi 
R = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat. 
100%  = Persentase Kontribusi 
        Untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data 
penelitian, maka peneliti menggunakan bantuan program komputer yaitu 
Statistical Program For Social Science (SPSS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D = R2 ×100% 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Deskripsi Hasil Penelitian  
 Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan 
asosiatif. Pendekatan asosiatifbertujuan untuk mengetahui hubungan maupun 
pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat yang digunakan dalam 
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan instrumen dalam bentuk angket 
sebanyak 70 item pernyataan yang terdiri dari 13 item pernyataan untuk 
variabel penerapan sistem administrasi e-filling (X1), dan 8 item pernyataan 
untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Angket penelitian ini disebarkan 
dan diberikan kepada 70 Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Petisah.  
 Hasil data angket penelitian yang disebarkan kemudian diberikan nilai 
dengan metode skala likert dan kemudian ditabulasi, dan diolah dengan 
menggunakan program SPSS, selanjutnya data penelitian dideskripsikan 
melalui data primer berupa angket yang telah diuji dan disajikan dalam bentuk 
tabel frekuensi dan disimpulkan sesuai tabel berikut di bawah ini: 
a. Karakteristik Identitas Responden 
Karakteristik yang menjadi identitas responden dalam tabel berikut ini 
menunjukkan karakteristik responden berdasarkan kriteria penilaian jenis 
kelamin, usia, tingkat pendidikan dari responden dan lama menjadi wajib 
pajak orang pribadiyang dijadikan sampel dalam penelitian. Data identitas 
responden tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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Tabel IV.1. 
Karakteristik Responden  
Jenis Kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Laki-laki 40 57.1 57.1 57.1 
Perempuan 30 42.9 42.9 100.0 
Valid 
Total 70 100.0 100.0 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
 Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan 
karakteristik data jenis kelamin, mayoritas responden pada penelitian ini  
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 40 orang (57,1%) dan minoritas 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang (42,9%). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lebih 
banyak didominasi pada jenis kelamin laki-laki. 
Tabel IV.2. 
Karakteristik Responden  
Usia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
20-25 Tahun 7 10.0 10.0 10.0 
26-30 Tahun 11 15.7 15.7 25.7 
31-35 Tahun 21 30.0 30.0 55.7 
36-40 Tahun 19 27.1 27.1 82.9 
> 40 Tahun 12 17.1 17.1 100.0 
Valid 
Total 70 100.0 100.0 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
 Berdasarkan data tabel persentase di atas berdasarkan karakteristik usia, 
mayoritas responden memiliki usia pada kelompok umur dengan rentang 31-
35 tahun sebanyak 21 (30,0%) dan minoritas pada kelompok usia 20-25 
tahun sebanyak 7 orang (10,0%). Dan selebihnya pada kelompok usia 36-40 
Tahun sebanyak 19 orang (27,1%), usia > 40Tahun sebanyak 12 orang 
(17,1%) dan usia 26-30 Tahun sebanyak 11 orang (15,7%). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik usia responden 
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yang bekerja di KPP Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh pegawai 
dengan kelompok usia dengan rentang 31-35 Tahun. 
Tabel IV.3. 
Karakteristik Responden  
Pendidikan Terakhir 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
SMA/Sederajat 4 5.7 5.7 5.7 
Diploma 1 1.4 1.4 7.1 
Strata 1 (S1) 53 75.7 75.7 82.9 
Strata 2 (S2) 12 17.1 17.1 100.0 
Valid 
Total 70 100.0 100.0 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
 Berdasarkan data tabel persentase karakteristik tingkat pendidikan 
responden di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas 
responden pada tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 53 orang (75,7%) 
dan minoritas responden pada tingkat pendidikan SMA Sederajat sebanyak 4 
orang (5,7%). Dan selebihnya pegawai berpendidikan Diploma sebanyak 1 
orang (1,4%) dan Strata 2 (S2) sebanyak12 orang (17,1%). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di KPP Pratama Medan 
Petisah lebih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 
(S1). 
Tabel IV.4. 
Karakteristik Responden 
Lama Menjadi Wajib Pajak 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
1-5 Tahun 31 44.3 44.3 44.3 
6-10 Tahun 20 28.6 28.6 72.9 
11-15 Tahun 11 15.7 15.7 88.6 
> 15 Tahun 8 11.4 11.4 100.0 
Valid 
Total 70 100.0 100.0 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
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 Berdasarkan data tabel persentase karakteristik lama bekerja responden 
di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden 
memiliki riwayat bekerja paling lama dengan rentang 1-5 tahun sebanyak 31 
orang (44,3%) dan minoritas lama bekerja responden dengan rentang > 15 
tahun sebanyak 8 orang (11,4%). Dan selebihnya dengan rentang lama 
bekerja  6-10 tahun sebanyak 20 orang (28,6%) dan 11-15 tahun sebanyak 
11 orang (5,7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
responden di KPP Pratama Medan Petisah lebih didominasi oleh pegawai 
yang memiliki riwayat paling lama bekerja dengan rentang 1-5 tahun. 
Tabel V.5. 
Karakteristik Responden 
Pengetahuan Pajak 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Brevet 5 7.1 7.1 7.1 
Penyuluhan Pajak 29 41.4 41.4 74.3 
Tidak Ada 18 25.7 25.7 32.9 
Lainnya 18 25.7 25.7 100.0 
Valid 
Total 70 100.0 100.0 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
Berdasarkan data tabel persentase karakteristik pengetahuan pajak responden 
di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden 
memiliki pengetahuan melalui penyuluhan pajak sebanyak 29 responden 
(41,1%) dan minoritas mendapatkan pengetahuan melalui brevet sebanyak 5 
responden (7,1%) dan selebihnya mendapatkan pengetahuan dari yang 
lainnya sebanyak 18 responden (25,7%) dan tidak ada mendapatkan 
pengetahuan tentang pajak sebanyak 18 responden (25,7%). Dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mendapatkan 
pengetahuan pajak dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas 
pajak. 
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b.   Deskripsi Variabel Penelitian 
 Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu 
penerapan sistem e-filling (X1), kepatuhan wajib pajak (Y). Deskripsi dari 
setiap pernyataan akan menampilkan opsi jawaban dengan penilaian skala likert 
yaitu semua pernyataan yang dijawab oleh responden mendapatkan bobot nilai.  
1). Variabel Penerapan system e-filling (X) 
Berikut di bawah ini merupakan deskripsi penyajian data berdasarkan 
jawaban kuesioner dari penelitian variabel penerapan sistem e-filling 
(X1) yang dirangkum dan ditabulasi dalam tabel frekwensi sebagai 
berikut : 
Tabel IV.6. 
Data Tabel Frekuensi Variabel Penerapan Sistem E-filing (X)  
Jawaban 
Sangat 
Setuju Setuju 
Kurang 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Jumlah No.  
F % F % F % F % F % F % 
1 29 41.1 34 48.6 2 2.9 5 7.1 0 0 70 100 
2 29 41.1 34 48.6 3 4.3 4 5.7 0 0 70 100 
3 27 38.6 37 52.9 5 7.1 1 1.4 0 0 70 100 
4 11 15.7 35 50.0 16 22.9 7 10.0 1 1.4 70 100 
5 19 27.1 41 58.6 9 12.9 1 1.4 0 0 70 100 
6 20 28.6 42 60.0 7 10.0 1 1.4 0 0 70 100 
7 26 37.1 37 52.9 5 7.1 2 2.9 0 0 70 100 
8 27 38.6 36 51.4 7 10.0 0 0 0 0 70 100 
9 21 30.0 43 61.4 6 8.6 0 0 0 0 70 100 
10 17 24.3 47 67.1 5 7.1 0 0 1 1.4 70 100 
11 12 17.1 44 62.9 14 20.0 0 0 0 0 70 100 
12 18 25.7 39 55.7 13 18.6 0 0 0 0 70 100 
13 18 25.7 36 51.4 14 20.0 1 1.4 1 1.4 70 100 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
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 Berdasarkan tabulasi data jawaban responden pada tabel IV.5 di 
atasdapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Jawaban responden tentang pernyataan Sistem e-filling mudah untuk 
dipelajari bagi pemula (penggunaan yang belum pernah menggunakan e-
filling). mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 34 responden 
(48,6%). 
2. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filling, 
mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban pajak. mayoritas 
responden menjawab setuju sebanyak 34 responden (48,6%). 
3. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filling, saya 
dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang. 
mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 37 responden (52,9%). 
4. Jawaban responden tentang pernyataan Sistem e-filling mudah untuk 
dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakannya e-
filling). mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 35 responden 
(50,0%). 
5. Jawaban responden tentang pernyataan Pelaporan pajak melalui e-filling 
lebih efektif. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 41 responden 
(58,6%). 
6. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filling, saya 
tidak perlu lagi kekantor pajak untuk melaporkan pajak. mayoritas 
responden menjawab setuju sebanyak 37 responden (52,9%). 
7. Jawaban responden tentang pernyataan Saya berkehendak untuk melanjutkan 
menggunakan e-filling dimasa depan. mayoritas responden menjawab setuju 
sebanyak 37 responden (52,9%). 
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8. Jawaban responden tentang pernyataan Pemanfataan layanan pelaporan 
pajak dengan menggunakan e-filling dapat memberikan tingkat jaminan 
keamanan yang tinggi. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 36 
responden (51,4%). 
9. Jawaban responden tentang pernyataan sistem e-filling dapat memudahkan 
saya dalam pengisian SPT. mayoritas responden menjawab  setuju sebanyak 
43 responden (61,4%). 
10. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapakan e-filling 
perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat. mayoritas responden 
menjawab setuju sebanyak 47 responden (67,1%). 
11. Jawaban responden tentang pernyataan Terdapat validasi pengisian SPT 
didalam sistem e-filling. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 44 
responden (62,9%). 
12. Jawaban responden tentang pernyataan Dengan diterapkan e-filing data yang 
saya sampaikan lebih lengkap. mayoritas responden menjawab sangat setuju 
sebanyak 39 responden (62,9%). 
13. Jawaban responden tentang pernyataan E-filling lebih ramah lingkungan 
karena meminimalisir penggunaan kertas. mayoritas responden menjawab 
setuju sebanyak 36 responden (51,4%). 
 Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel penerapan 
system e-filling (X1) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang 
mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 10 yaitu tentang  
pernyataan dengan diterapakan e-filling perhitungan pajak saya lebih cepat dan 
akurat. mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 47 responden 
(67,1%).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan system e-filling 
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bagi wajib pajak orang pribadi bermanfaat dalam membantu mempercepat dan 
mempermudah perhitungan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. 
 
2.  Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
 Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel 
kepatuhan wajib pajak yang dirangkum di dalam tabel frekwensi adalah 
sebagai berikut : 
Tabel IV.7 
Data Tabel Frekuensi VariabelKepatuhan Wajib Pajak (Y)  
Jawaban 
Sangat 
Setuju Setuju 
Kurang 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Jumlah No.  
F % F % F % F % F % F % 
1 30 42,9 38 54,3 2 2,9 0 0 0 0 70 100 
2 32 45,7 32 45,7 3 4,3 2 2,9 1 1,4 70 100 
3 27 38,6 39 55,7 3 4,3 1 1,4 0 0 70 100 
4 25 35,7 41 58,6 2 2,9 0 0 2 2,9 70 100 
5 26 37,1 42 60,0 1 1,4 1 1,4 0 0 70 100 
6 22 31,4 42 60.0 6 8,6 0 0 0 0 70 100 
7 19 27,1 44 62,9 5 7,1 2 2,9 0 0 70 100 
8 29 41,4 26 37,1 6 8,6 4 5,7 5 7,1 70 100 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2018 
 Berdasarkan tabulasi data jawaban responden variabel Y (kepatuhan 
wajib pajak) di atasdapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Jawaban responden tentang pernyataan Saya selalu menghitung pajak yang 
terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu, mayoritas 
responden menjawab setuju sebanyak 38 responden (54,3%). 
2. Jawaban responden tentang pernyataan Peraturan pajak terbaru dapat diupdate 
melalui internet dengan mudah dan cepat, mayoritas responden menjawab 
setuju sebanyak 32 responden (45,7%). 
  
 
 
65 
3. Jawaban responden tentang pernyataan Masyarakat telah mengetahuinya 
bahwa dalam UU perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak 
membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi 
pidana (penjara), mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 39 
responden (55,7%). 
4. Jawaban responden tentang pernyataan Sanksi administrasi berupa denda 50% 
dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT dilakukan dengan 
benar, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 41 responden (58,6%). 
5. Jawaban responden tentang pernyataan Saya menyampaikan SPT kekantor 
pajak tepat waktu sebelum tanggal 31 maret, mayoritas responden menjawab 
setuju sebanyak 42 responden (60,0%). 
6. Jawaban responden tentang pernyataan Saya selalu melaporkan SPT kekantor 
palayanan pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 42 
responden (60,0%). 
7. Jawaban responden tentang pernyataan Saya selalu membayar kekurangan 
pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksaan 
pajak, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 44 responden (62,9%). 
8. Jawaban responden tentang pernyataan Membayar kekurangan pajak 
penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak, mayoritas 
responden menjawab sangat setuju sebanyak 29 responden (41,4%). 
 Berdasarkan distribusi jawaban responden tentang variabel Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y) di atas, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang 
mendapatkan persentase tertinggi pada pernyataan ke 7 yaitu tentang pernyataan 
Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan 
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pemeriksaan oleh fungsional pemeriksaan pajak, mayoritas responden menjawab 
setuju sebanyak 44 responden (62,9%). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa mayoritas responden menyatakan akan melakukan pembayaran pajak 
pribadi sebelum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak, hal 
teresbut menunjukkan bahwa adanya tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang 
pribadi untuk membayar pajak. 
 
2.  Analisis Data Penelitian 
 Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang 
berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari data sebelumnya berdasarkan 
istrumen penelitian yang sudah divalidkan dan memiliki tingkat reliabilitas yang 
tinggi (handal). Data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan 
untuk suatu statistik tertentu dengan melakukan pengujian hipotesis untuk 
pengambilan kesimpulan, yang dirangkum dalam uji tersebut di bawah ini : 
a.  Uji Asumsi Klasik 
1) Normalitas 
 Tujuan dari pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah 
dalam model regresi variabel dependen dan independennya memiliki distribusi 
normal atau sebaliknya tidak normal.Dengan ketentuan pengujian jika data 
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas.Berikut di bawah ini hasil uji normalitas untuk 
menguji keseluruhan data variabel penelitian yang berskala minimal ordinal dengan 
menggunakan ketentuan uji Kolmogrov-smirnov dengan menggunakan program 
SPSS. 
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Tabel IV-8 
Data Uji Normalitas Variabel Penerapan Sistem E-filing (X) dan Variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)  
Di KPP Pratama Medan Petisah 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Penerapan 
Sistem E-Filing 
(X) 
Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang 
Pribadi (Y) 
N 70 70 
Mean 53.64 34.07 Normal Parametersa 
Std. Deviation 5.153 3.182 
Absolute .090 .099 
Positive .070 .089 
Most Extreme Differences 
Negative -.090 -.099 
Kolmogorov-Smirnov Z .751 .830 
Asymp. Sig. (2-tailed) .626 .496 
a. Test distribution is Normal.   
Sumber : Data Penelitian (diolah) SPSS, 2019 
 
 Berdasarkan data tabel uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan pengujian normalitas data diperoleh 
nilai probabilitas berdasarkan nilai standaridzed 0,05 dengan hasil uji masing-
masing variabel yaitu Penerapan Sistem E-filling (X)= 0,626 dan variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,496. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Ho diterima atau distribusi variabel Penerapan Sistem E-filling (X), dan 
variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah berdistribusi normal, karena nilai 
variabel hasil pengujian normalitas diatas lebih besar dari nilai standaridzed 
0,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar normal P-P plot of 
regression standardized residual pada gambar di bawah ini : 
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Gambar. IV.1  
Uji Normalitas P-P Plot Standardized 
 
 Gambar uji normalitas P-P Plotstandardized di atas mengindikasikan 
bahwa pengujian normalitas model regresi pada penelitian ini telah 
memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data 
dalam model regresi penelitian ini cenderung merapat kegaris dan dapat 
disimpulkan uji normalitas pada variabel penelitian ini kesemuanya 
berdistribusi normal. 
 
2)  Multikolinearitas  
 Pengujian Multikolinieritas variabel penelitian ini melalui perhitungan 
uji independen antar variabel bebas dapat dilihat dan hasil analisis 
collinearty statistis.Dengan tujuan multikolinieritas yaitu untuk melihat 
apakah diantara variabel tidak terjadi korelasi tinggi, perlu dilakukan 
hipotesis yaitu bahwa diterima Ho apabila nilai VIF < 10 dan angka toleransi 
mendekati 1, dan ditolak Ho bila nilai VIF> 10 dan nilai toleransi mendekati 
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0. Hasil uji interdependensi antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut: 
Tabel. IV.9 
Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Collinearity 
Statistics 
Model B 
Std. 
Error Beta t Sig. 
Toleran
ce VIF 
(Constant) 21.575 3.737 
 
5.773 .000 
  
1 
Penerapan Sistem 
E-Filing (X) .233 .069 .377 3.359 .001 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 
Sumber : Data Penelitian (diolah) 2019 
 
 
3)  Heterokedastisitas  
 Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat 
apakah variabel bebas mempunyai varian yang sama atau tidak. 
Heteroskedatisitas mempunyai suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 
berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya 
heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefesien-koefesien 
regresi menjadi tidak efesien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari 
semestinya. Dasar analisis penilaian data heterokedastisitas dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang kemudian menyempit) maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 
2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk 
menganalisis datanya dapat dilihat pada gambar “Scatterplot” pada 
output data seperti di bawah ini: 
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Gambar. IV.2 
Scatterplot Uji Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan gambar scatterplot di atas dapat dilihat bahwa variable 
dalam penelitian ini berdasarkan data uji heterokedastisitas dapat diartikan 
bahwa tidak adanya terjadi heteroskedasitas dalam variabel penelitian yang 
digunakan. Sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan uji 
heteroskedastisitaspada variabel penelitian ini dapat terpenuhi. Sehingga 
data variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 
pengujian selanjutnya. 
 
b.   Analisis Hipotesis Penelitian 
1) Regresi Linier Sederhana 
  Hasil pengolahan menggunakan data SPSS pada multiple regression 
analysis tentang pengaruh Penerapan sistem e-filling (X) dan terhadap 
Kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratma Medan Petisah, maka dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut : 
 
Tabel. IV.10 
Uji Regresi Linier Sederhana 
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Coefficientsa 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Collinearity 
Statistics 
Model B 
Std. 
Error Beta t Sig. 
Toleran
ce VIF 
(Constant) 21.575 3.737 
 
5.773 .000 
  
1 
Penerapan 
Sistem E-Filing 
(X) 
.233 .069 .377 3.359 .001 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
Berdasarkan data tabel Coefficients di atas  (pada kolom Unstandardized 
Coefficients) dapat dilihat persamaan regresi ganda untuk dua prediktor pada 
variable Penerapan sistem e-filling (X1) adalah : 
Y= a+bX 
Maka diperoleh nilai Y= 21.575 + 0,233 X 
Perolehan nilai dari persamaan di atas menunjukkan bahwa semua variabel 
bebasPenerapan sistem e-filling (X) dan dengan artian bahwa seluruh 
variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai hubungan dan pengaruh 
yang searah terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak), dengan asumsi 
bahwa koefisien variabel penerapan sistem e-filling (X) memberikan nilai 
sebesar 0,283 yang berarti bahwa jika penerapan system e-filling dapat 
dilakukan dengan baik, maka akan berdampak baik pada kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi akan semankin meningkat.  
 
 
 
 
2. Uji t 
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 Pengujian hipotesis pada uji statistik uji t pada dasarnya bertujuan untuk 
menunjukkan seberapa jauh tingkat hubungan dan pengaruh satu variabel 
bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat dalam penelitian 
ini.Pengujian hipotesis tersebut dengan bantuan Program Statistical For 
Social Sciences (SPSS) dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini : 
Tabel. IV.11 
Uji t (uji hipotesis) 
Coefficientsa 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 
Model B 
Std. 
Error Beta t Sig. 
Toleran
ce VIF 
(Constant) 21.575 3.737 
 
5.773 .000 
  
1 
Penerapan 
Sistem E-Filing 
(X) 
.233 .069 .377 3.359 .001 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
Berdasarkan data tabel uji t di atas dapat diketahui nilai perolehan coefficients: 
 thitung = 3.359 
ttabel = 1.995 (data terlampir) 
 Dengan kriteria pengambilan keputusan : 
 H0 ditolak bila   : Bila thitung >ttabel  atau – thitung  < - ttabel pada α = 5% 
 H0 diterima bila : Bila thitung ≤ ttabel  atau – thitung  ≥  - ttabel 
Kriteria Pengujian Hipotesis : 
 
 
 
 
Gambar IV-3 
Kriteria Pengujian Hipotesis  Uji t 
- 1,995           -3.359                                    0                                   3.359              1,995 
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Berdasarkan hasil pengujian di atas pengaruh antara variabel Penerapan 
sistem e-filling (X) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di peroleh ttabel 
sebesar 1,995 (data ttabel terlampir),  danperolehan nilai thitung sebesar 
3.359 dengan artian bahwa thitung> ttabeldengan nilai signifikan sebesar 
0,001 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak.Hal ini menunjukkan bahwaadanya pengaruh signifikan antara 
variabel Penerapan sistem e-filling (X) terhadap variabel Kepatuhan 
wajib pajak(Y) di KPP Pratama Medan Petisah. 
3.   Koefisien Determinasi 
Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran 
nilai coefficient yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen 
yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, 
koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
variabel variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dalam 
menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan 
dengan nilai R square sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel. IV.12 
Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .377a .142 .130 2.969 
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filing (X) 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 
 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (diolah), 2019 
 
 Berdasarkan hasil pengujian regresi koefisien determinasi model 
summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R 
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square) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,142. Hal ini memiliki arti 
bahwa 14,20% variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat 
dijelaskan oleh variabel independent yaitu Penerapan sistem e-filling (X). 
 
B.  Pembahasan 
 Pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui hipotesis 
tentang pengaruh penerapan system E-filling terhadap wajib orang pribadi di 
KPP Pratama Medan Petisah sesuai dengan analisis data uji yang sudah 
dilakukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 
 Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua 
kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib 
pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 
suatu Negara.Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan 
wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 
SPT, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan 
dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.  
 Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi adalah dengan Penerapan e-filling Sistem 
Perpajakan.Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memudahkan 
Wajib Pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, 
perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan 
kewajiban pemenuhan perpajakan.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa 
melalui pengujian uji t secara parsial antara variabel Penerapan sistem e-
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filling(X1) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di peroleh ttabel sebesar 1,995 
danperolehan nilai thitung sebesar 3.359 dengan artian bahwa thitung> ttabel dengan 
nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa Ho ditolak.Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan 
antara variabel Penerapan sistem e-filling (X) terhadap variabel Kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Medan Petisah. 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Susmita dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penerapan 
e-filing yang baik diharapkan dapat membuat wajib pajak puas terhadap 
pelayanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 Hasil penelitian ini didukung oleh amanat dari PMK Nomor 
152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6, e-filling adalah “Suatu cara penyampaian SPT 
atau Pemberitahuan Perpanjangan SPTTahunan  yang dilakukan  secara online  
yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau 
Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).”Bahwa dalam 
rangka meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak 
dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat 
pemberitahuan tahunan, perlu mengatur kembali mengenai tata cara penyampaian 
surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan 
tahunan elektronik secara online(e-filling). 
 Berdasarkan amanat dari PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6 
tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan e-filling diharapkan 
dapat meningkatkan layanan dan memberikan pengetahuan serta kemudahan bagi 
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wajib pajak dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, dengan 
system e-filling tersebut bagi wajib pajak akan lebih mempermudah melaporkan 
kegiatan wajib pajaknya secara online, dengan demikian akan berdampak pada 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi khususnya di 
KPP Pratama Medan Petisah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Penerapan 
Sitem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 
Medan Petisah, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 Penerapan sistem e-filling(X) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP 
Pratama Medan Petisah berpengaruh positif dan signifikan dengan perolehan nilai 
thitung sebesar 3.359 ttabel sebesar 1,995dengan artian bahwa thitung> ttabel dengan 
nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05. Nilai uji determinasi yang dihasilkan sebesar 
0,142 (14,20%) penerapan system e-filling dapat meningkatkan kepatuhan dari 
wajib pajak orang pribadi khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.  
 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, 
maka untuk meningkatkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan 
Petisah dapat diberikan saran sebagai berikut : 
1. Direktorat Jendral Pajak khususnya KPP Pratama Medan Petisah. 
a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah harus lebih 
maksimal mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat khususnya 
untuk meningkatkan penggunan e-filing oleh Wajib Pajak, Direktorat 
Jendral Pajak harus mempromosikan manfaat-manfaat yang dapat 
diperoleh melalui penggunan sistem administrasi e-filing .Dengan adanya 
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pelayanan berbasis elektronik Wajib Pajak akan dapat memenuhi 
kewajiban perpajakan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih 
nyaman. Misalnya dengan mengirimkan surat atau brosur yang isinya 
menjelaskan tentang keunggulan penerapan e-system dibandingkan 
konvensional.  
b. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap penerapan 
sistem administrasi elektronik khususnya e-filing sehingga 
menghilangkan kendala dalam penerapan sistem e-filing oleh Wajib 
Pajak.  
2. Akademisi / Peneliti 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 
lainya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian 
dengan variabel yang berbeda di KPP yang berbeda serta variasi dari objek 
penelitian bukan hanya pada wajib pajak orang pribadi tetapi juga meliputi 
wajib pajak badan.  
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